“KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN
2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH”




ASAR HUKUM

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan
pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan
peraturan pemerintah.
Penjelasan
Penyusunan peraturan pemerintah diselaraskan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai keuangan negara dan perbendaharaan
negara serta ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait lainnya
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“Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”
Diundangkan tanggal 12 Maret 2019
__.___—-’
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UU 23/2014




POKOK-POKOK PERUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 *
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POKOK-POKOK PERUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019

Pendidikan
Alokasi
Anggaran
F ungs.i
Pendidikan
Sekurang-
kurangnya 20%
dari APBD

Anggaran
Kesehatan
Minimal 10%
dari Total
Belanja Daerah
diluar Gaji

Anggaran
Infrastruktur
yang Bersumber
Dari Dana
Transfer Umum
Sebesar 25%

Anggaran
Peningkatan
Kapasitas SDM
Sekurang -
kurangnya 0,34%
Untuk Pemerintah
Provinsi Dan 0,16%
Untuk Pemerintah
Kabupaten/Kota
Dari Total Belanja
Daerah

Anggaran
Penguatan APIP
Sebesar 0,3%
Sampai Dengan
0,9% Dari Total
Belanja Daerah




Menteri Dalam Negeri melakukan
evaluasi atas Rancangan Perda provinsi

tentang APBD.

Dalam hal hasil evaluasi tidak
ditindaklanjuti, Menteri Dalam Negeri
mengusulkan kepada Menteri Keuangan
untuk melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
dalam melakukan evaluasi rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD berkonsultasi
dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya
Menteri Dalam Negeri berkoordinasi Menteri
Keuangan.

Dalam hal hasil evaluasi Gubernur tidak,
gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam
Negeri, yang selanjutnya Menteri Dalam Negeri
mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk
melakukan penundaan dan/atau pemotongan
Dana Transfer Umum
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PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI ASN

(TPP-ASN)
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HAL-HAL YANG PERLU
DIPERHATIKAN DALAM
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APBD TA 2021
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APBD HARUS FOKUS TERHADAP KEGIATAN YANG
BERORIENTASI PRODUKTIF DAN MEMILIKI MANFAAT
UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMERINTAH BERUPA PENINGKATAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA, PELAYANAN PUBLIK DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH SERTA
MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN
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KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
MELALUI PENYUSUNAN KUA DAN PPAS BERDASARKAN
RKPD DENGAN MENGACU PADA PEDOMAN
PENYUSUNAN APBD SESUAI PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2019
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3 > HASIL KOORDINASI & REKOMENDASI KPK

Alokasi Anggaran Penguatan APIP antara 0,3% Sampai Dengan 0,9% Dari Total
Belanja Daerah

Diprkenankan Mengelola Sendiri ]AKESDA dengan Manfaat yang Sama Dengan Jaminan
Kesehatan Nasional, Termasuk Mengelola Sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya Dengan Skema




N

Alokasikan Anggaran Fungsi Alokasikan Anggaran
Pendidikan sekurang- Kesehatan Minimal 10%
kurangnya 20% (dua puluh (sepuluh persen) dari total

persen) dari belanja daerah belanja APBD diluar gaji

1. Belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata;
2. Alokasi belanja pegawai khususnya penentuan besaran
upah bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan

mempedomani besaran upah minimum Provinsi/
Kabupaten/Kota e
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Dalam Keseragaman Pemerintah maupun Pemerintah &>
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Mengatur

Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan
mempedomani Peraturan Presiden




Pasal 391
UU 23/2014

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 274
& 392
Uu

23/2014

Pasal 262
(UU 23/2014)
dan Pasal 14

(86/2017)

Pasal 275
U 23/2014
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v Pasal 393

INFORMASI | _UU 23/2014
ANGGARAN

PELAKSANAAN
ANGGARAN

E-BUDGETING

LAPORAN Yang Terintegrasi
. Secara Nasional
Pasal 314 & Direncanakan

UU 23/2014 Bulan Juli 2019
untuk penyusunan

APBD Tahun

' Anggaran 2021
Ra;cl:)%nogan —> APBD —
’:______#

Peluncuran Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
di Bidang
Pengelolaan
Keuangan Daerah

_



TERIMA KASIH




